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Abstract  
 

The success of policies and programs proposed by governments depends on effective communication 
factors. Social media application is one of alternative media of communication between government 
and citizen. Social media can provide two-way interaction between citizen and government. The 
government currently has a mission of using social media, namely interactions are one way push, two 
way pull and Network co-design of service. This study aims to analyze the type of interaction and 
characterize the popularity of government social media, in this case a fanpage facebook local 
government. The results of this study indicate that the popularity of local government fanpage facebook 
is low with the evidence is 79% classified as unpopular. This is also related to the type of interaction 
that occurs on government social media, evidenced by the still low participation and collaboration 
between the community and the government. 
 
Keywords: Facebook, Interaction Type, Government, Popularity 

 
 

Abstrak  
 

Keberhasilan kebijakan dan program yang di usulkan oleh pemerintah bergantung pada faktor 
komunikasi yang efektif. Aplikasi media sosial merupakan salah satu alternatif media komunikasi 
antara pemerintah dan masyarakat. Media sosial dapat menyediakan interaksi dua arah antara 
masyarakat dan pemerintah. Pemerintah saat ini mempunyai misi dalam penggunaan media sosial, 
yaitu,melakukan interaksi one way push, two way pull dan Network co-design of service. Penelitian ini 
bertujuan untuk menganalisa jenis interaksi tersebut dan menentukkan popularitas dari media sosial 
pemerintah, dalam hal ini berupa fanpage facebook pemerintah daerah. Hasil dari penelitian ini 
menunjukkan bahwa tingkat popularitas dari fanpage facebook pemerintah daerah tergolong rendah, 
yaitu,sebanyak 79% tergolong tidak populer. Hal ini juga berkaitan dengan jenis interaksi yang terjadi, 
dibuktikan dengan masih rendahnya partisipasi dan kolaborasi antara masyarakat dengan pemerintah. 
 
Kata Kunci: Facebook, Jenis Interaksi, Pemerintah, Popularitas 

 
 

1. Pendahuluan 
 
Komunikasi menjadi salah satu faktor yang tidak 
dapat diabaikan oleh manusia, karena pada dasar-
nya komunikasi adalah esensi kehidupan manusia 
sebagai makhluk sosial. Komunikasi dapat didefi-
nisikan sebagai tindakan mentransmisikan dan me-
nerima informasi. Komunikasi juga menjadi faktor 
yang sangat berperan dalam keberhasilan sebuah 
organisasi, karena hanya melalui komunikasi, pe-
mimpin dalam organisasi dapat merencanakan, 
mengatur dan memimpin orang-orang yang ada di 
dalam organisasi tersebut. Hal ini menyiratkan ba-
hwa keterampilan komunikasi setiap orang mem-
pengaruhi keefektifan pribadi dan organisasi, tidak 
terkecuali padaorganisasi milik pemerintah[1].  

Keberhasilan kebijakan dan program yang di 
usulkan oleh pemerintah bergantung pada faktor 
komunikasi yang efektif. Komunikasi yang berha-
sil, tidak hanya pemerintah yang mengambil peran 
dalam berkomunikasi atau menyampaikan infor-
masi kepada masyarakat, namun juga bagaimana 
masyarakat dan pemerintah dapat saling berinter-
aksi satu sama lain, khususnya bagaimana masya-
rakat dapat memanfaatkan komunikasi sebagai ca-
ra dalam menyampaikan aspirasi, saran atau kritik 
[2].Tujuan utama komunikasi yang dilakukan oleh 
pemerintah adalah untuk membuat tindakan peme-
rintah lebih transparan dan menghasilkan interaksi 
eksternal, atau dapat dikatakan dengan respon [3]. 
Pada tahap inilah interaksi dari masyarakat memi-
liki peran penting dan sangat dibutuhkan untuk ke-
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berhasilan kebijakan dan program dari pemerintah, 
karena berhasilnya program dan kebijakan peme-
rintah dapat diukur melalui respon masyarakat. Ji-
ka masyarakat merespon dengan positif, maka pe-
merintah dikatakan berhasil, namun jika respon 
masyarakat negatif, maka pemerintah masih perlu 
untuk memperbaiki program atau kebijakan terse-
but [2].  

Aplikasi media sosial salah satu alternatif me-
dia komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. 
Media sosial pemerintah daerah dapat diakses se-
cara luas dan penggunanya dapat saling berinter-
aksi termasuk masyarakat dan pemerintahan. Ma-
syarakat dapat memberikan komentar, melakukan 
postingan, mengirim pesan, menggunakan kembali 
informasi yang dibagikan pada fanpages milik pe-
merintah. Aplikasi media sosial yang digunakan 
untuk internal dan eksternal adalah untuk memenu-
hi komunikasi dengan masyarakat yang tidak me-
nggunakan cara yang tradisional dalam berinter-
aksi dengan pemerintah. Media sosial dapat me-
nyediakan interaksi dua arah antara masyarakat 
sebagai pengelola informasi yang disebarkan dan 
mampu berinteraksi atau menjawab feedback  yang 
diberikan oleh masyarakat [4]. 

Feedback  yang diberikanpun bermacam-ma-
cam bentuknya. Dari feedback  yang diberikan ter-
sebut,ada yang mendukung berdasarkan alasan me-
reka sendiri, ada yang berbeda pendapat, ada yang 
menguatkan atau membantah pendapat dari ma-
syarakat lain, ada yang memberikan feedback  de-
ngan penuh kesopanan dan ada yang berpendapat 
dengan sangat jelas. Beragamnya bentuk feedback 
yang diberikan tidak lepas dari berbagai faktor 
diantaranya adalah jenis kelamin, usia, dan tingkat 
pendidikan[5].  

Jenis interaksi berdasarkan penggolongan ya-
ng dilakukan oleh [4], terdapat tiga tipe taktikal 
interaksi berdasarkan misi dan tujuan dari pembu-
atan media sosial bagi pemerintah. Pertama, misi 
transparansi untuk menyebarkan informasi yang 

mengedukasi dilakukan dengan interaksi satu arah 
yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga akan 
membentuk kepercayaan masyarakat. Kedua, misi 
partisipasi untuk dapat adanya keterikatan antara 
masyarakat dan pemerintah melalui interaksi dua 
arah sehingga hasil yang dicapai berupa konsultasi, 
keluhan, maupun kepuasan. Ketiga, misi kolabora-
si untuk membangun aksi dua arah dengan inter-
aksi jaringan yang akan menghasilkan komunitas, 
pembangunan isu-isu serta masyarakat yang memi-
liki peran aktif. 

Berdasarkan paparan di atas, maka perlu dila-
kukan kategorisasi jenis interaksi dan melihat po-
pularitas media sosial pemerintah, yang ditujukan 
untuk pemerintah dan masyarakat. Adapun man-
faat yang akan diperoleh dari mengkategorisasi dan 
melihat popularitas ini adalah mengetahui keter-
kaitan antara misi, tujuan, dan jenis interaksi yang 
digunakan berdasarkan akusisi data fanpage face-
book pemerintah daerah dalam rentang waktu sela-
ma dua bulan dan 10 hari. Akuisi data yang dilaku-
kan untuk melihat interaksi antara pemerintah dan 
masyarakat adalah dari jumlah postingan, jumlah 
komentar, jumlah like dan share postingan. Se-
dangkan untuk melihat popularitas media sosial 
pemerintah dilakukan akusisi data pengikut dan 
likes fanpage facebook. 

 
Penelitian Terkait 
 
Pada penelitian yang dilakukan oleh Sara Hofmann 
et al [2] mengenai pemanfaatan penggunaan media 
sosial oleh pemerintah daerah di Jerman yang ber-
tujuan untuk mengelola komunikasi eksternal de-
ngan masyarakat sudah mulai digunakan. Penggu-
naan media sosial bertujuan untuk mengatasi ke-
kurangan dari komunikasi tradisional atau offline 
yang dilakukan oleh pemerintah sebelumnya. Da-
lam mengukur keberhasilan komunikasi melalui 
penggunaan media sosial yang dilakukan oleh pe-
merintah, penelitian ini mengacu pada frekuensi 

 
Gambar 2. Jenis Interaksi Two Way Pull berdasarkan Komentar 

per postingan 
 

 
Gambar 1. Jenis Interaksi Two Way Pull berdasarkan Like per 

postingan 
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dan polaritas komentar masyarakat terhadap posti-
ngan pemerintah. Ditemukan pada penelitian ini 
bahwa fitur multimedia seperti foto dan video ber-
kontribusi terhadap keberhasilan komunikasi. 

Penggunaan media sosial oleh pemerintah 
memiliki potensi tidak hanya untuk memperbaiki 
penyediaan informasi dan layanan, namun juga 
memungkinkan sebagai bentuk baru dari interaksi 
pengguna ke pengguna yang dapat mendorong per-
tukaran opini publik sehingga dapat mendorong 
kewarganegaraan yang positif. Adanya pengguna-
an media sosial oleh pemerintah berpotensi dalam 
membentuk ruang publik yang memfasilitasi inter-
aksi deliberatif [5]. 

Penggunaan media sosial menawarkan kepa-
da pemerintah untukmeningkatkan transparansi da-
na akuntabilitas, dengan melibatkan semakin ba-
nyak warga untuk berpartisipasi dan berkolaborasi 
dalam pengambilan keputusan untuk memperbaiki 
manajemen informasi dan akses layanan publik. 
Menurut penelitian ini, penggunaan media sosial 
menguntungkan bagi pengguna karena dapat me-
ningkatkan interaksi langsung antara masyarakat 
dengan pemerintah. Pengguna yang dimaksud ada-
lah masyarakat dan pemerintah yang menggunakan 
media sosial. Bagimasyarakat, media sosial men-
dukung mereka untuk berinteraksi dengan peme-
rintah, karena mereka memiliki kesempatan mem-
berikan sudut pandang mereka sendiri atasi infor-
masi yang diberikan oleh pemerintah daerah. Se-
dangkan bagi pemerintah, media sosial dapat mem-
percepat penyebaran informasi dan mempermudah 
mendapatkan umpan balik atau tanggapan dari ma-
syarakat[6]. 

Penggunaan aplikasi media sosial telah me-
luas hingga ke sektor publik dan digunakan bertu-
juan untuk meningkatkan transparansi, partisipasi, 
dan kolaborasi pemerintah federal Amerika Seri-
kat. Banyak instansi pemerintah melakukan perco-
baan terhadap penggunaan media sosial, namun 
sangat sedikit yang secara aktif mengukur dampak 

interaksi sosial media pada sektor publik. Direktur 
media sosial di pemerintah federal Amerika Serikat 
menyoroti kurangnya praktik pengukuran interaksi 
media sosial mereka saat ini. Adanya praktik peng-
ukuran interaksi media sosial dirasa sangat penting. 
Berdasarkan permasalahan tersebut, sehingga hasil 
dari penelitian ini adalah menghasilkan sebuah ke-
rangka kerja pengukuran interaksi media sosial di 
sektor publik. Pada kerangka kerja ini menelusuri 
interaksi online untuk dukungan misi dan taktik 
media sosial yang dihasilkan. Adapun tiga jenis mi-
si pada kerangka kerja ini adalah transparansi, par-
tisipasi, dan kolaborasi. Sedangkan tiga taktik me-
dia sosialnya adalah one-way push, two-way pull, 
dan networking co-design of services [4]. 

Media sosial merupakan salah satu alat baru 
yang mempunyai potensi untuk meningkatkan in-
teraksi antara masyarakat dengan pemerintah mela-
lui dialog atau percakapan dan sifatnya lebih trans-
paran. Pada penelitian ini, dilakukan pemeriksaan 
jaringan sosial dalam konteks alat interaktif online 
lain yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam 
membangun interaksi dan fokus terhadap bagaima-
na penggunaan jaringan sosial pada studi kasus di 
tiga kota. Dilakukan analisis media sosial yang 
lebih mendalam, melalui analisis diskusi di jejaring 
sosial, dan wawancara terhadap studi kasusdi tiga 
kota yang telah menjadi pengadopsi awal penggu-
naan media digital, dengan menggunakan tipologi 
Mergel [4] yaitu, pull, push, dan networking strate-
gies. Hasil dari eksplorasi dari ketiga kota studi ka-
sus tersebut, menunjukkan bahwa strategi push le-
bih mendominasi [7]. 

Penggunaan media sosial mempunyai fungsi 
demokratis bagi pemerintah sehingga hal ini dapat 
meningkatkan kemampuan transparansi dan parti-
sipasi masyarakat. Penelitian ini memperluas kera-
ngka kerja demokrasi yang digunakan untuk meni-
lai komunikasi pemerintah di media sosial, dengan 
memasukkan lingkup interaksi yang besar yang 

 
Gambar 3. Jenis Interaksi Two Way Pull berdasarkan Like 

per postingan 
 

 
Gambar 4. Jenis Interaksi Network Co-Design of Service 

berdasarkan Share per postingan 
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melibatkan pertukaran simbolis, self presentation, 
posisi politik dan pemasaran. Selain itu juga me-
nilai sejauh mana pemerintah daerahmenggunakan 
jenis komunikasi ini melalui analisis isi pesan Fa-
cebook. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bah-
wa meskipunsebagian besar konten pada halaman 
Facebook pemerintah daerah termasuk dalam ka-
tegori penyediaan informasi yang demokratis, na-
mun terdapat hampir separuh dari semua pesan me-
ngacu pada jenis pertukaran informasi yang bersi-
fat simbolis dan presentasional. Hal ini terjadi ka-
rena media sosial bukan hanya alat untuk trans-
paransi demokratis dan partisipasi warga, tapi juga 
sebagai alat untuk menunjukkan diri, pertukaran 
isyarat simbolis, dan pemasaran produk serta la-
yanan [8]. 

Tujuan dari penelitian ini [9] adalah untuk 
mengukur dampak media dan jenis konten terha-
dap keterlibatan pemangku kepentingan pada hala-
man Facebook Pemerintah Eropa setempat.Sampel 
yang digunakan mencakup 15 negara anggota UE 
melalui 75 pemerintah daerah yang termasuk da-
lam empat gaya administrasi publik yang berbeda, 
dengan menganalisis 50 pos dari partisipasi ma-
syarakat. Selanjutnya dilakukan pengkodean men-
jadi jenis konten dan jenis media.Hasil dari pene-
litian ini menunjukkan bahwa jenis media yang pa-
ling banyak digunakan adalah berupa link dan foto. 
Kegiatan budaya, topik olahraga dan pemasaran 
adalah yang paling banyak diposkan oleh peme-
rintah daerah Eropa Barat, namun konten ini seper-
tinya tidak relevan bagi masyarakat. 

Penggunaan media sosial di pemerintahan 
menjadi salah satu tren utama dalam penelitian dan 
praktik Elektronik Pemerintah e-government di se-
luruh dunia. Media sosial memiliki potensi untuk 
meningkatkan inovasi pada organisasi sektor pu-
blik. Media sosial mempunyai peran di bidang da-
sar e-government meliputi arus informasi pemerin-
tah dan ketersediaan informasi pemerintah, peng-

gunaan teknologi informasi untuk menciptakan 
dan menyediakan layanan pemerintah yang inova-
tif, dampak teknologi informasi terhadap hubungan 
antara pemerintahan dan pemerintahan, dan sema-
kin pentingnya informasi kebijakan dan informasi 
teknologi untuk praktik demokrasi. Dengan demi-
kian, penelitian ini mengusulkan dan mengemba-
ngkan tiga dimensi media sosial di pemerintahan 
meliputi alat, sasaran, dan topik[10]. 

Media sosial telah mulai digunakan oleh pe-
merintah sebagai alat untuk meningkatkan pelaya-
nan publik. Pemahaman mengenai potensi media 
sosial untuk mencapai hasil yang diinginkan tidak 
sesuai dengan pemahaman tentang bagaimana dan 
mengapa alat spesifik digunakan untuk tujuan ter-
tentu. Penelitian ini memanfaatkan data survei na-
sional yang dikumpulkan dari manajer pemerintah 
daerah di lima instansi yang berbeda untuk menge-
tahui alat media sosial yang digunakan, pengguna-
an alat media sosial untuk tugas atau tujuan apa, 
dan karakteristik organisasi yang mempengaruhi 
tugas dan teknologi. Hasil dari penelitian ini adalah 
menunjukkan bahwa manajer perlu mengembang-
kan strategi yang lebih jelas dalam menghubung-
kan alat media sosial dengan tujuan kerjanya, sebe-
lum dapat memanfaatkan media sosial sebagai sar-
ana komunikasi, kolaborasi dan keterlibatan pema-
ngku kepentingan. Pada penelitian ini juga menun-
jukkan bahwa faktor organisasi yang berbeda me-
mpengaruhi penggunaan media sosial untuk tujuan 
yang berbeda [11]. 
 
2. Metode 
 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini me-
ngacu pada metode berdasarkan penelitian [2] un-
tuk menganalisis dan mengkategorikan jenis inter-
aksi antara pemerintah dan masyarakat. Penelitian 
ini mengambil sampel secara acak dengan 39 fan-
page facebook pemerintah dari 110 kabupaten dan 

 
Gambar 5. Popularitas berdasarkan Followers 

 

 
Gambar 6. Popularitas berdasarkan Like Pages 
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kota yang mempunyai akun fanpage facebook dari 
jumlah 514 kabupaten dan kota. 39 fanpage face-
book tersebut terdiri dari 16 kota dan 23 kabupaten 
yang tersebar di Indonesia. Berdasarkan teori Slo-
vin [12], 39 sampel dari 110 populasi memiliki to-
leransi error sebesar 12,9%. 

39 fanpage facebook pemerintah tersebut ak-
an diakuisisi datanya dengan mengidentifikasi ju-
mlah pengikut (followers), suka pada pages ter-
sebut (likepages), postingan (post), komentar (co-
mments), postingan yang disebar (shared), dan su-
ka pada postingan (likepost). Tujuan dari dilaku-
kannya akuisisi data adalah untuk melihat interaksi 
antara pemerintah dan masyarakat melalui jumlah 
postingan, jumlah komentar, jumlah like dan share 
postingan. Sedangkan untuk melihat popularitas 
media sosial pemerintah, dilakukan akusisi data 
pengikut dan likes fanpage facebook. Proses akui-
sisi data dilakukan selama 40 hari. 

Langkah pertama yang dilakukan adalah me-
mberikan inisial pada masing-masing kota dan ka-
bupaten untuk memudahkan dalam menampilkan 
hasil dari proses akuisisi data. Lalu mengidentifi-
kasi jumlah postingan, komentar, like dan share pa-
da ke-39 fanpage facebook pemerintah. Langkah 
selanjutnya, dari hasil identifikasi tersebut dilaku-
kan analisa deskriptif dengan menentukan nilai 
rata-rata. Metode yang digunakan untuk melaku-
kan kategorisasi jenis interaksi dan penentuan po-
pularitas didasarkan pada kerangka kerja yang di-
kembangkan oleh [4], yang mana ditentukan 3 je-
nis interaksi berdasarkan misi pembuatan media 
sosial pemerintah. Jenis interaksi tersebut adalah 
one-way push, two-way pull, dan networking co-
design of service, yang mana jenis interaksi ini me-
miliki masing-masing kategori penilaian di dalam-
nya. Tabel 1 menampilkan kategorisasi jenis inter-
aksi media sosial beserta misi dan kategori peni-
laiannya. 

Hasil akuisisi data postingan, like, komentar, 
followers dan share selama 40 hari dari masing-
masing indikator penilaian (followers, like page, 
jumlah postingan per hari, like per postingan, ko-
mentar per postingan dan share per postingan) di-
jumlahkan lalu dihitung rata-rata dari masing-ma-
sing kategori penilaian tersebut. Setelah didapat-
kan hasil perhitungan rata-rata, dilakukan analisis 

deskriptif dalam interaksi one-way push, two-way 
pull, dan networking co-design of service sesuai 
dengan kategori penilaian. Jika nilai kategori peni-
laian lebih besar dari rata-rata kategori penilaian, 
maka dinyatakan interaksi yang dilakukan intensif 
atau populer. 
 
3. Hasil dan Analisis 
 
Berdasarkan akusisi data yang telah dilakukan pa-
da 39 fanpage facebook pemerintah daerah selama 
rentang waktu 2 bulan dan 10 hari, maka berikut ini 
adalah hasil yang diperoleh dari analisis kategori-
sasi menurut jenis interaksi dan tingkat popularitas 
pada media sosial fanpage facebook pemerintah.  
 
Kategorisasi Jenis Interaksi 
 
Gambar 1 menunjukkan hasil dari pengkategorisa-
sian berdasarkan jenis interaksi. Tabel 2 menjelas-
kan hasil dari identifikasi interaksi yang dilakukan 
oleh pememerintah daerah secara umum berdasar-
kan pada penelitian [4]. Secara keseluruhan dari 
tiga aspek (postingan, komentar, dan likes), dida-
patkan bahwa postingan, komentar dan likes dari 
fanpage pemerintah daerah masih tergolong rendah 
karena berada di bawah nilai rata-rata. Untuk me-
ngetahui optimasi dari masing-masing jenis inter-
aksi, akan dijelaskan pada masing-masing sub sub-
bab berikut ini. 
 
Jenis Interaksi One Way Push 
 
Berdasarkan hasil akuisisi data yang dilakukan, ke-
39 fanpage facebook pemerintah daerah telah me-
lakukan jenis interaksi one way push. Hal ini ter-
lihat dari teadanya followers dan like page pada 
fan-page facebook masing-masing pemerintah 
daerah. 
 
Jenis Interaksi Two Way Pull 
 
Pengukuran jenis interaksi two way pull dilakukan 
dengan membandingkan rata-rata postingan per ha-
ri pemerintah daerah dengan rata-rata postingan 
per hari semua pemerintah daerah. Berdasarkan ha-
sil akuisisi data yang dilakukan pada ke-39 fanpage 

TABEL 1.  
KATEGORISASI MEDIA SOSIAL [4] 

Misi Jenis Interaksi Kategori 
Penilaian 

Transparasi one-way push Followers  
Like page 

Partisipasi two-way pull Jumlah 
postingan 
Like postingan 
Komentar  

Kolaborasi Network co-design 
of service 

Share 
postingan 
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facebook pemerintah daerah, hasil yang didapat 
menyatakan bahwa terdapat 95% fanpage facebook 
pemerintah daerah telah melakukan jenis interaksi 
two way pull berdasarkan postingan per hari. Mela-
lui semua data tersebut pada Gambar 1, didapatkan 
sebanyak 44% fanpage facebook pemerintah dae-
rah yang telah melakukan postingan secara inten-
sif. Sebanyak 56% masih belum intensif dalam me-
lakukan postingan per hari. 

Selain itu pengukuran jenis interaksi two way 
pull juga dilakukan dengan membandingkan rata-
rata komentar per post pememerintah daerah deng-
an rata-rata komentar per post semua pemerintah 
daerah. Hasil yang didapat menyatakan bahwa ter-
dapat 95% fanpage facebook pemerintah daerah te-
lah melakukan jenis interaksi two way pull berda-
sarkan komentar per post. Melalui semua data ter-
sebut, didapat sebanyak 36% fanpage facebook pe-
merintah daerah yang telah dikomentari secara in-
tensif, sementara 64% masih belum intensif. Hal 
ini seperti terlihat pada Gambar 2. 

Pengukuran jenis interaksi two way pull pada 
like, dilakukan dengan membandingkan rata-rata 
like per postingan pemerintah daerah dengan rata-
rata like per postingan semua pemerintah daerah. 
Hasil yang didapatkan juga menyatakan bahwa ter-
dapat 95% fanpage facebook pemerintah daerah 
telah melakukan jenis interaksi two way pull berda-
sarkan like per postingan. Melalui semua data ter-
sebut, didapatkan sebanyak 26% fanpage facebook 
pemerintah daerah yang telah di-like secara inten-
sif. Sebanyak 74% masih belum di-like secara in-
tensif. Hal ini seperti terlihat pada Gambar 3. 
 
Jenis Interaksi Network Co-Design of Service 
 
Pengukuran jenis interaksi network co-design of 
service dilakukan dengan membandingkan rata-
rata share per postingan pemerintah daerah dengan 
rata-rata share per postingan semua pemerintah 
daerah. Berdasarkan hasil akuisisi data, hasil yang 
didapat menyatakan bahwa terdapat 95% fanpage 
facebook pemerintah daerah telah melakukan jenis 
interaksi network co-design of service berdasarkan 
share per postingan. Melalui semua data tersebut, 
didapatkan sebanyak 26% fanpage facebook pe-
merintah daerah yang melakukan share per posti-
ngan secara intensif. Sebanyak 74% masih belum 
intensif. Gambar 4 menunjukkan persentase ini. 
 

Popularitas Fanpages 
 
Pengukuran popularitas fanpages dilakukan de-
ngan membandingkan rata-rata followers dan likes 
page masing-masing pemerintah daerah dengan ra-
ta-rata followers dan likes page semua pemerintah 
daerah. Tingkat popularitas dari 39 fanpage face-
book pemerintah daerah dapat dilihat pada Tabel 3. 
Penggolongan dilakukan berdasarkan data akuisisi 
(jumlah followers dan like fanpage). 

Secara keseluruhan dari dua aspek (jumlah 
followers dan like fanpage), didapatkan bahwa dari 
hasil analisis akuisisi data, fanpage pemerintah da-
erah masih tergolong tidak populer sebanyak 79% 
dan tingkat populer sebanyak 21%. Diagram pada 
Gambar 5 menjelaskan lebih detail mengenai ting-
kat popularitas berdasarkan jumlah follower. Seda-
ngkan untuk popularitas berdasarkan jumlah like 
fanpage facebook pemerintah daerah, 21% di anta-
ranya termasuk dalam kategori popular dan 79% 
termasuk dalam kategori tidak popular. Untuk pe-
metaannya dapat dilihat pada Gambar 6. Berdasar-
kan hasil tersebut, tingkat popularitas masih sedi-
kit, hal ini berdampak pada misi pemerintah dalam 
menggunakan media sosial sebagai salah satu me-
dia komunikasi dengan masyarakat. 
 
Interaksi Masyarakat dan Pemerintah 
 
Bentuk interaksi yang terjadi antara masyarakat de-
ngan pemerintah dapat dilihat dari data jumlah like 
post dan komentar pada laman facebook milik pe-
merintah. Hasil dari analisis data dari penggunaan 
media sosial facebook oleh pemerintah daerah, ber-
dasarkan jumlah like post, didapatkan sejumlah 26 
% facebook pemerintah daerah sudah intensif. 
Namun, 74% facebook pemerintah daerah belum 
intensif. Sedangkan jumlah komentar pada posting 
pemerintah menunjukkan 36% facebook pemerin-
tah daerah sudah intensif, sementara 64% facebook 
pemerintah daerah belum intensif. Berdasarkan 
hasil ini, dapat dilihat bahwa sebagian besar peng-
gunaan media sosial oleh pemerintah daerah di 
Indonesia belum secara maksimal dapat mendo-
rong terjadinya interaksi antara masyarakat dan 
pemerintah. Hal ini juga didukung dari penelitian 
sebelumnya bahwa keberhasilan komunikasi mela-
lui penggunaan media sosial yang dilakukan oleh 
pemerintah dapat dilihat dari jumlah komentar ma-
syarakat terhadap postingan pemerintah [2]. 

Adanya jumlah like post menunjukkan bahwa 
adanya respon masyarakat terhadap posting dari 

TABEL 2.  
KATEGORISASI JENIS INTERAKSI 

Kategori 
Penilaian 

Rata-
rata post 
per hari 

Jumlah di 
atas rata-rata 

Jumlah di 
bawah rata-

rata 
Postingan 1.73 43.59% 56.41% 
Komentar 1.11 35.90% 64.10% 

Likes 26.93 25.64% 74.36% 
 

TABEL 3 
TINGKATAN POPULARITAS 

No Tingkatan Persentase Pemerintah daerah 
1 Populer  21% 
2 Tidak Populer 79% 
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pemerintah. Sedangkan adanya komentar pada po-
sting dari pemerintah menunjukkan bahwa adanya 
feedback dari masyarakat. Salah satu tujuan dari 
penggunaan media sosial bagi pemerintah adalah 
untuk mendapatkan respon dan feedback  dari ma-
syarakat sehingga dapat mendorong terjadinya in-
teraksi antara masyarakat dengan pemerintah. Hal 
ini sesuai dengan penelitian sebelumnya bahwa 
media sosial dapat mempermudah mendapatkan 
feedback  dan respon dari masyarakat [6]. 

Popularitas Fanpage Pemerintah 
 
Berdasarkan hasil yang diperoleh dari akuisisi da-
ta fanpage facebook pemerintah didapatkan seba-
nyak 21% termasuk dalam kategori populer se-
dangkan sisanya sebanyak 79% termasuk dalam 
kategori tidak populer. Penggolongan ini berdasar-
kan jumlah followers dan jumlah like fanpages. 
Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh [4] 
bahwa salah satu tujuan pemerintah di United Sta-
te (US) untuk menggunakan media sosial adalah 
untuk transparansi. Transparansi tersebut dilihat 
berdasarkan jumlah followers dan like fanpages. 
Tujuan ini nantinya akan diharapkan menghasil-
kan kepercayaan dari masyarakat. Tentunya, de-
ngan menggunakan media sosial untuk tujuan tra-
nsparasi tersebut dilihat seberapa banyaknya ma-
syarakat mengenal dan mengetahui informasi ya-
ng disebarkan melalui fanpage pemerintah terse-
but. Ukuran seberapa banyak tersebut berkaitan 
dengan jumlah pengikut dan jumlah masyarakat 
yang menyukai fanpages tersebut.  

Pada penelitian sebelumnya menyatakan hal 
yang sama bahwa media sosial pada pemerintah 
dapat meningkatkan kepuasan dan kepercayaan 
warga [13]. Tingkat tinggi penggunaan media so-
sial cenderung memungkinkan warga untuk meng-
awasi pemerintahan dan membuat informasi,data 
dan proses lebih transparan [14]. Temuan meng-
ungkapkan pola aplikasi media sosial untuk tujuan 
tertentu, meskipun organisasi tidak semua meng-
gunakan alat media sosial dengan cara yang sama. 
Media sosial sebagai media komunikasi, media 
sosial untuk umpan balik pada kualitas layanan, 
media sosial untuk partisipasi dan media sosial 
untuk kolaborasi kerja internal [11]. 

Namun, penelitian lain mengatakan bahwa 
adopsi media sosial oleh pemerintah dapat menye-
babkan beberapa kerugian, seperti kehilangan 
kontrol karena transparansi yang berlebihan, ren-
dahnya tingkat partisipasi atau perilaku destruktif 
oleh pengguna, adanya masalah privasi dan kea-
manan [15], atau kurangnya budaya yang ada pada 

warga negara dan risiko yang terkait dengan gaya 
komunikasi [13]. Dalam hal ini, perlu adanya stra-
tegi implementasi yang baik oleh pemerintah di-
perlukan untuk mendapatkan keuntungan dari me-
dia sosial. Dengan strategi yang baik tentunya da-
pat meningkatkan popularitas media sosial yang 
digunakan oleh pemerintah daerah. 
 
4. Kesimpulan 
 
Penggunaan aplikasi media sosial sudah mulai me-
rambah pada kepemerintahan di Indonesia. Apli-
kasi media sosial merupakan salah satu alternatif 
media komunikasi antara pemerintah dan masya-
rakat. Media sosial pemerintah daerah dapat diak-
ses secara luas dan penggunanya dapat saling ber-
interaksi termasuk masyarakat dan pemerintahan. 
Penggunaan media sosial dapat menyediakan in-
teraksi dua arah antara masyarakat sebagai penge-
lola informasi yang disebarkan dan mampu berin-
teraksi atau menjawab feedback  yang diberikan ol-
eh masyarakat. 

Dari interaksi antara masyarakat dengan pe-
merintah perlu dilakukan kategorisasi jenis inter-
aksi. Penggolongan jenis interaksi dibagi menjadi 
tiga tipe taktikal interaksi berdasarkan misi dan tu-
juan dari pembuatan media sosial bagi pemerintah, 
yaitu,misi tranparansi, misi partisipasi, dan misi 
kolaborasi. Berdasarkan misi dan tujuan dari pem-
buatan media sosial bagi pemerintah, saat ini pe-
merintah melakukan interaksi one way push, two 
way pull dan network co-design of service. 

Berdasarkan hasil akuisisi data yang dilaku-
kan pada 39 pemerintah daerah di Indonesia me-
nunjukkan bahwa 100% fanpage facebook peme-
rintah daerah telah melakukan jenis interaksi one 
way push. Sejumlah 95% fanpage facebook peme-
rintah daerah telah melakukan jenis interaksi two 
way pull berdasarkan postingan per hari. Sejumlah 
95% fanpage facebook pemerintah daerah telah 
melakukan jenis interaksi network co-design of 
service berdasarkan share per postingan.  

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari akuisi-
si data fanpage facebook pemerintah didapatkan 
sebanyak 21% termasuk dalam kategori populer 
sedangkan sisanya sebanyak 79% termasuk dalam 
kategori tidak populer. Penggolongan ini berdasar-
kan jumlah followers dan jumlah like fanpages. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ting-
kat popularitas fanpage facebook pemerintah dae-
rah di Indonesia tergolong rendah. Hal ini juga ber-
kaitan dengan jenis interaksi yang terjadi, dibuk-
tikan dengan masih rendahnya partisipasi dan kola-
borasi antara masyarakat dengan pemerintah yang 
dilihat dari jumlah like post dan jumlah komentar 
pada facebook yang sebagian besar tidak insentif. 

Penelitian selanjutnya dapat mempertimba-
ngkan untuk membahas strategi implementasi yang 
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baik oleh pemerintah diperlukan untuk mendapat-
kan keuntungan dari media sosial. Dengan strategi 
yang baik tentunya dapat meningkatkan populari-
tas media sosial yang digunakan oleh pemerintah 
daerah. Selanjutnya, penelitian dapat mengkatego-
risasikan jenis interaksi lainnya selain tiga jenis in-
teraksi yang dibahas pada penelitian ini. 
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